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Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penyewaan tanah wakaf di YPI Al-Asnawiyyah, Desa Bunikasih, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, yang digunakan untuk sektor pertanian. Praktik ini menimbulkan perbedaan pandangan, khususnya dari sisi hukum Islam, mengenai keabsahan penyewaan tanah wakaf, sehingga perlu dikaji menurut perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme penyewaan  tanah wakaf untuk pertanian yang dilakukan oleh lembaga YPI Al-Asnawiyyah Bunikasih Cianjur, dan mengetahui perspektif ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’ terhadap penyewaan tanah wakaf untuk pertanian tersebut.  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis datanya dilakukan secara induktif melalui penelaahan terhadap pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i. Sumber data primernya selain data di lapangan ditambah dengan kitab Mazhab Hanafi yakni Kitab “Al-Mabsut” karya al-Sarakhsi dan kitab Mazhab Syafi’i yaitu kitab “Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Syafii” karya al-Gazali. Penelitian ini berkesimpulan bahwa mekanisme penyewaan tanah wakaf oleh Nazir di YPI Al-Asnawiyyah sudah memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana dianjurkan dalam syariah. Mazhab Hanafi cenderung membolehkan praktik tersebut berdasarkan istihsan bi al-‘urf, mengingat adat kebiasaan masyarakat setempat, sedangkan Mazhab Syafi’i lebih berhati-hati namun tidak secara tegas melarang. Praktik ini terbukti memberikan manfaat ekonomi bagi lembaga dan masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan aset wakaf.
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Review of the Hanafi and Shafi’i Schools on the Leasing of Waqf Land
 for the Agricultural Sector



Abstract

This study is motivated by the practice of leasing waqf land at YPI Al-Asnawiyyah, Bunikasih Village, Warungkondang District, Cianjur Regency, which is utilized for agricultural purposes. This practice has led to differing views, particularly from the perspective of Islamic law, regarding the permissibility of leasing waqf land, thus requiring analysis based on the Hanafi and Shafi’i schools of thought. The objective of this study is to examine the mechanism of leasing waqf land for agriculture carried out by YPI Al-Asnawiyyah Bunikasih Cianjur, and to analyze the perspectives of Hanafi and Shafi’i scholars on such practices. This research employs a qualitative method with a descriptive case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted inductively by examining the views of the Hanafi and Shafi’i schools. Primary data sources include field data as well as classical texts, namely Al-Mabsut by al-Sarakhsi (Hanafi school) and Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi’i by al-Ghazali (Shafi’i school). The study concludes that the mechanism of leasing waqf land by the nazir at YPI Al-Asnawiyyah aligns with the principles of justice and public benefit (maslahah) as prescribed in Islamic law. The Hanafi school tends to permit this practice based on istihsan bi al-‘urf, considering local customs, while the Shafi’i school adopts a more cautious stance but does not explicitly prohibit it. This practice has proven to provide economic benefits for the institution and the surrounding community, while also ensuring the sustainability of waqf assets.

Keywords : Hanafi School, Shafi’i School, Waqf, Agriculture, YPI Al-Asnawiyyah.



[bookmark: _Toc193371709]Pendahuluan
Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, yang memiliki aset tanah wakaf dalam jumlah sangat besar dan tersebar luas. Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama RI  tercatat sekitar 57.263,69 hektare tanah wakaf yang telah bersertifikat, tersebar di 440.512 titik lokasi di berbagai provinsi, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, Banten, dan Jawa Barat. Tanah wakaf tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan berbagai fasilitas sosial dan keagamaan, antara lain masjid, sekolah, pesantren, pemakaman, serta kegiatan sosial lainnya.[footnoteRef:1] [1: Kementrian Agama RI, “Jumlah tanah Wakaf di Indonesia”, Sistem Informasi Wakaf Kemenag RI, (2022), dikutif dari https://siwak.kemenag.go.id. (diakses pada 26 Desember 2024)] 

Wakaf telah dikenal sejak masa awal perkembangan Islam di dunia, khususnya pada periode kenabian Nabi Muhammad SAW. Praktik wakaf mulai berkembang di Kota Madinah, salah satunya ditandai dengan pendirian Masjid Quba, dan sejak saat itu telah dipraktikkan oleh masyarakat Muslim generasi awal. Secara umum, harta wakaf terbagi menjadi dua kategori, yaitu: (1) harta wakaf bergerak, seperti buku dan hewan, serta (2) harta wakaf tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.[footnoteRef:2] [2: Dewi Mustika Ningrat, Wakaf uang dalam perspektif Mazhab Hanafi, (IAIN) METRO, Lampung, 1441 H / 2020 M,  h.1] 

Tanah wakaf merupakan salah satu bentuk harta wakaf tidak bergerak yang diserahkan oleh seorang wakif sebagai bagian dari amal jariyah, dengan tujuan digunakan (ditasharrufkan) di jalan Allah SWT. Penyerahan ini dilakukan dengan menghibahkan sebagian harta kepada pihak yang berhak, baik individu maupun nazir (pengelola wakaf) pada lembaga tertentu untuk dikelola secara produktif. Melalui pengelolaan tersebut, tanah wakaf diharapkan mampu memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat, lembaga, serta kepentingan sosial lainnya.
Terdapat beberapa dalil umum yang menerangkan tentang anjuran bersedekah dan berbuat kebaikan. Di antaranya dalil yang dianjurkan untuk berbuat kebaikan.[footnoteRef:3] Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman : [3:  Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016) Cet. I, h.66 & 74] 

 “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. (QS. Al-Baqarah [2] : 267).

Dalam Hadis Sahih Muslim :
إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.
Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya." (HR. Muslim No. 1631).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa amal seseorang terputus setelah meninggal, kecuali tiga hal : sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Ketiganya tetap memberi pahala karena manfaatnya terus berlanjut. Para ulama juga menjadikan hadis ini sebagai dasar disyariatkannya wakaf, karena termasuk sedekah jariah.[footnoteRef:4] [4:  Enang Hidayat, Hadis Hukum Ekonomi Syariah. Bandung : Bimedia Pustaka Utama, 2021, Cet-1, h. 70.] 

Dalil Al-Qur’an dan Hadis menunjukkan bahwa wakaf merupakan bentuk amal kebaikan dengan menginfakkan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan sebagai bekal ibadah di akhirat. Wakaf dikenal sebagai sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir meskipun pewakaf telah meninggal dunia. Karena berkaitan dengan kepentingan umum, wakaf memerlukan pengelolaan yang baik, baik dari sisi administrasi maupun pemanfaatannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa nazir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Nazir dapat berbentuk perseorangan, organisasi, atau badan hukum.[footnoteRef:5]  [5: Ahmad Hafzi, "Nazir Wakaf dalam Perspektif Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 dan Fiqih Wakaf", Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat,  7 No. 1 (2024), h.5-11] 

Tujuan pengangkatan nazir adalah agar harta wakaf terpelihara dan dikelola dengan baik sehingga memberikan manfaat optimal. Dalam praktiknya, nazir dapat mengelola harta wakaf dengan berbagai cara, seperti menyewakannya untuk memperoleh dana yang digunakan dalam pemeliharaan dan pengembangan aset wakaf lainnya, sehingga tetap bermanfaat sesuai peruntukannya.[footnoteRef:6] [6: Dewi Puspa Wartini, Praktik Sewa Menyewa Tanah Wakaf ditinjau dari Undang-Undang No.41 Tahun 2004 (UIN, Mataram) Mataram, 2021 h. xvii] 

Salah satu contoh pengelolaan tanah wakaf yang dengan mekanisme disewakan yaitu dilakukan oleh seorang Nazir pada lembaga YPI al-Asnawiyyah di Desa Bunikasih, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur Seorang Nazir (Pengelola wakaf) menyewakan tanah wakaf kepada petani setempat dengan kesepakatan dan perjanjian, dimana penyewaan tanah wakaf ditentukan sampai batas waktu yang telah disepakati.
Mekanisme sewa-menyewa tanah wakaf di YPI al-Asnawiyyah telah terjadi sejak tahun 2022. Hal ini karena posisi tanah wakaf yang  jauh dari lembaga sehingga dikhawatirkan bisa terbengkalai dan wakaf tidak dapat memberikan manfaat, maka mekanisme ini menjadi salah satu pilihan Nazir. Hasil dari penyewaan wakaf tersebut dikelola oleh Nazir lalu dipergunakan untuk pemberdayaan masjid dan pondok pesantren, dan lembaga dengan begitu tanah wakaf tetap memberikan manfaat yang signifikan baik bagi lembaga maupun masyarakat sekitar.
Sewa-menyewa tanah wakaf tidak memiliki larangan yang tegas, namun Al-Qur’an menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara adil dan transparan untuk menghindari kecurangan. Oleh karena itu, pengelolaan tanah wakaf perlu memperhatikan aspek hukum dan prinsip-prinsip Islam agar pemanfaatannya berjalan sesuai dengan tujuan yang semestinya.
 Berikut penjelasan terhadap pengelolaan yang baik dan adil tercantum dalam al-Qur’an :  
 “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak Mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang Yang berlaku adil.” (QS.Al-Mumtahanah ([60] : 8).

Dalam ayat tersebut diterangkan untuk berlaku adil dan berbuat baik terhadap sesama yang dapat diaplikasikan dengan cara saling membantu, saling memberi dan saling melengkapi termasuk didalam kegiatan transaksi.[footnoteRef:7]  [7: Rizky Pratama Putra, “Toleransi dalam Surat Al-Mumtahanah Perspektif Tafsir Al-Munir,”  Wahana  Islamika : Jurnal Studi Keislaman,9, No.1, (2023) h.3] 

Dalam konteks penyewaan tanah wakaf, pengelolaan harus dilakukan secara benar dan transparan, serta memastikan bahwa hasilnya digunakan sesuai tujuan wakif agar tidak melanggar aturan dan terhindar dari penyalahgunaan.
1. Mazhab Hanafi dalam menetapkan hukum berlandaskan Al-Qur’an sebagai sumber utama, kemudian Hadis, pendapat sahabat, dan qiyas. Jika qiyas belum memadai, digunakan metode istihsan selama tidak bertentangan dengan dalil. Selain itu, Imam Abu Hanifah juga mempertimbangkan ‘urf (kebiasaan masyarakat) sebagai dasar dalam menentukan hukum, dengan memilih ketentuan yang paling sesuai untuk menyelesaikan permasalahan.[footnoteRef:8] Dengan demikian, dalam menentukan Istinbath hukum Mazhab Hanafi terhadap penyewaan tanah wakaf, beliau menggunakan metode yang terakhir yaitu berdasarkan istihsan bi al-’urf di mana mekanisme pengelolaan Wakaf dengan sistem sewa (Ijarah) telah menjadi adat kebiasaan yang sudah lumrah di kalangan masyarakat sekitar.  [8: Dewi Mustika Ningrat, Wakaf  uang  dalam perspektif  Mazhab Hanafi,(IAIN) METRO, Lampung, 1441 H/2020 M, h. 42] 

2. Mazhab Syafi’i dalam menentukan hukum beliau sangat memegang prinsip kehati-hatian termasuk dalam masalah peribadatan dan lainnya.  Menurut Mazhab Syafi’i wakaf dapat diartikan dengan : “Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya zat benda dan barang itu lepas dari penguasaan siwakif serta dimanfaatkan pada suatu yang diperbolehkan oleh agama”.[footnoteRef:9] Dengan demikian wakaf merupakan bentuk amal kebaikan yang bertujuan memanfaatkan harta untuk kepentingan umum dan keagamaan dengan tetap menjaga keutuhan zatnya serta melepaskan kepemilikan dari wakif. Mazhab Syafi’i tidak secara tegas membahas hukum penyewaan tanah wakaf, namun menekankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya karena wakaf pada dasarnya adalah menahan harta pokok untuk kemaslahatan umum. [9: Yeni Samri Juliati., “pengelolaan wakaf”. Trending : Jurnal Ekonomi, Akutansi dan Manajemen, 2, No.1 (2024), h.292-301] 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pengelolaan tanah wakaf oleh nazir agar memberikan manfaat optimal bagi masjid, pesantren, lembaga, dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i terhadap praktik penyewaan tanah wakaf di YPI Al-Asnawiyyah, Desa Bunikasih, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian oleh masyarakat setempat.


 Literatur Review
Sebelum menyusun penelitian ini, peneliti telah menelusuri pustaka dari beberapa penelitian skirpsi-skripsi sebelumnya, dan belum ada yang membahas mengenai penelitian saat ini. Oleh karena penelitian ini merupakan kasus baru dan belum diteliti sebelumnya. Berikut ini sejumlah penelitian terdahulu sebagai perbandingan dengan penelitian saat ini :
1. Dewi Puspa Wartini, meneliti tentang “Praktek Sewa-menyewa Tanah Wakaf ditinjau dari Undang-Undang No. 41 tahun 2004” (Studi Kasus Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat).[footnoteRef:10] Persamaan penelitiannya dengan penelitian saat ini yaitu membahas tentang sewa tanah wakaf. Adapun perbedaannya, ia mengkaji tentang sewa-menyewa tanah wakaf yang di tinjau dari peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian saat ini mengkaji pandangan dari dua Mazhab ahli fikih yang berbeda mengenai pengelolaan tanah wakaf yang disewakan. [10: Dewi Puspa Wartini, “Praktek sewa–menyewa tanah waka fditinjau dari Undang-Undang No. 41 tahun 2004”, (Skripsi, UIN Mataram, 2021), h. V] 

2. Dewi Mustika Ningrat, meneliti tentang “Wakaf Uang dalam Perspektif Mazhab Hanafi”.[footnoteRef:11] Persamaan penelitiannya dengan penelitian saat ini, yaitu mengenai pembahasan tentang wakaf dan Mazhab Hanafi. Adapun perbedaannya, yaitu ia membahas tentang wakaf uang dalam persepektif Mazhab Hanafi, sedangkan penelitian saat ini membahas pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’i terhadap penyewaan tanah wakaf. [11: Dewi Mustika Ningrat, “Wakaf uang dalam prespektif Mazhab Hanafi”. (Skripsi ,IAIN, Metro, Lampung, 2020) h. II] 

3. Rizka Ardhini, meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Sewa-menyewa Tanah Wakaf dengan Emas di Masjid Kiyai Gede Bungah Kabupaten Gersik.[footnoteRef:12] Persamaan penelitiannya dengan penelitian saat ini, yaitu sama-sama memproduktifkan objek wakaf dengan cara di sewakan, dengan tujuan untuk masjid dan membuat harta benda wakaf tersebut di arahkan kepada hal yang lebih bermanfaat. Adapun perbedaanya terletak pada akadnya, penelitiannya menggunakan akad pembayaran dengan Emas, sedangkan dalam penelitian saat ini akadnya adalah sewa-menyewa yang pembayaran nya dengan uang dan sesuai dengan perjanjian.  [12: Rizka Ardhini, “Tinjauan Hukum Islam terhadap sewa – menyewa tanah wakaf dengan Emas di Masid Kiyai Gede Bungah Kab. Gresik” (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), h.I] 

4. Yesi Rahmawati, meneliti tentang “Perspektif Badan Wakaf Indonesia tentang hak Sewa Benda bergerak  sebagai Objek Wakaf” (Studi pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung).[footnoteRef:13] Persamaan penelitiannya dengan penelitian saat ini membahas tentang objek wakaf benda tidak bergerak yang disewakan. Adapun perbedaannya, yaitu penelitiannya fokus terhadap hak sewa benda bergerak sebagai objek wakaf dimana di tinjau dari prespektif Badan Wakaf Indonesia (BWI) sedangkan penelitian saat ini berfokus pada tinjauan Mazhab Hanafi dan Syafi’i terhadap pengelolaan tanah wakaf dengan cara disewakan untuk sektor pertanian. [13: Yesi Rahmawati, “Perspektif BWI tentang hak sewa benda  bergerak sebagai objek wakaf”, (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2019) h.I] 

5. Nabilah Amalia Balad, meneliti tentang “Prinsip Ta’awun dalam Konsep Wakaf dengan Perjanjian Sewa-menyewa Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.”[footnoteRef:14] Persamaannya dengan penelitian saat ini mengenai penyewaan tanah wakaf, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Ia fokus pada prinsip Ta’awun dalam wakaf dengan sewa-menyewa berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004, sedangkan penelitian saat ini membandingkan pandangan mazhab Hanafi dan Syafi’i terhadap penyewaan tanah wakaf.  [14: Nabilah Amalia Balad, “Prinsip Ta’awun dalam Konsep Wakaf dengan Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” Jurnal Hukum Magnum Opus, vol. 2, No.1, (2019), h. 18-28 ] 


Metod Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.[footnoteRef:15] Metodenya dilakukan dalam kondisi alami, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Pengumpulan data menggunakan triangulasi, analisis bersifat induktif, dan hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi.[footnoteRef:16] Di dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai jenis metode, yaitu: Fenomenologi, Etnografi, Hermeneutik, Groundedtheory, Naratif atau Historis, dan Studi kasus (Case Study). [15: Universitas Medan Area, “Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”, Biro Penjamin Mutu dan Informasi Digital,  dikutif dari https://bpmid.uma.ac.id/penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif-pengertian-perbedaan,  (diakses pada 17 April 2025 pukul 17:00 wib)]  [16: Zulfamanna,, et al., “Penelitian kualitatif.” INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol.3, No.2, (2023), h.90-94] 

Penelitian kualitatif dengan metode studi kasus meliputi penentuan tema, pemilihan lokasi, dan penetapan teknik pengumpulan data yang sesuai. Selanjutnya, data dianalisis secara mendalam untuk memahami permasalahan, lalu dirangkum dalam laporan akhir.[footnoteRef:17]  [17: Ilhami, et.al., “Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif.” Jurnal ilmiah wahana pendidikan,Vol.10, No.9, (2024) h. 462] 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Metode ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti, khususnya pengelolaan tanah wakaf di YPI al-Asnawiyyah melalui mekanisme penyewaan yang digunakan untuk sektor pertanian, serta mendeskripsikan hukum dari penyewaan tanah wakaf (harta wakaf) yang ditinjau dari pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i
Penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber utama di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, tanpa perantara.[footnoteRef:18] Selain itu data dari beberapa kitab mazhab Hanafi yakni : kitab “Bada’i al-Sana’i fi Tartib al-Syara’i”, karya Imam Abu Bakar bin Mas’ud al-Kasani yang membahasa tentang wakaf dan kitab “Al-Mabsuth” karya Imam al-Sarkhasi yang berisi pembahasan mengenai hukum ijarah pada tanah wakaf yang tercantum pada bab “Ahkamul Aukaf”. Adapun kitab yang teramasuk mazhab Syafi’i yaitu kitab “al-Wajiz” karya Imam al-Ghazali yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang wakaf dan ijarah. Serta peneliti juga mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu. Adapun sumber sekundernya adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dan telah ada seperti buku, jurnal, dan kitab-kitab klasik yang mendukung dan sudah tercantum pada data primer. [18: Syafnidawaty, “Data Primer” Universitas Raharjah (08 November 2020), dikutif dari https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/ (diakses pada 19 Februari 2025 pukul 10.07)] 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.[footnoteRef:19] Observasi adalah metode penelitian melalui pengamatan menyeluruh terhadap kondisi tertentu untuk memahami perilaku individu atau kelompok dalam situasi tersebut.[footnoteRef:20]   [19: Fildza Malahati, et.al “Kualitatif: memahami Karakteristik Penelitian sebagai Metodologi”,Jurnal Pendidikan dasar,  Vol.11, No.2, (2023)  h.341-348]  [20: V. Wiratna Sujarweni, Metodologo Penelitian, ( Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2023), Cet. I, h. 23] 

Observasi yang digunakan penelitian ini yaitu observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam aktivitas atau kehidupan subjek yang diteliti. Observasi dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai bagaimana praktek sewa (ijarah) pada tanah wakaf di YPI al-Asnawiyyah Bunikasih, dan observasi tersebut dilakukan sebelum dilaksanakan nya wawancara kepada subjek penelitian
Wawancara adalah proses pengumpulan informasi melalui tanya jawab antara peneliti dan narasumber untuk memperoleh data secara mendalam terkait suatu fenomena atau isu.[footnoteRef:21] Teknik wawancara dilakukan setelah mendapatkan surat perizinan dari pihak kampus dengan menggunakan teknik wawancara terbuka dan tidak terstruktur yang artinya dilakukan pedalaman terhadap jawaban yang dihasilkan. Wawancara tidak terstruktur dalam penelitian ini disebabkan adanya beberapa kelebihan, yaitu dapat dilakukan secara lebih personal yang memungkinkan perolehan informasi sebanyak-banyaknya. Prosesnya adalah pencatatan hasil jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber atau subjek yang diteliti. [21: V. Wiratna Sujarweni, Metodologo Penelitian,......, h. 23-24] 

Teknik dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data informasi dengan menggunakan beberapa catatan, buku, transkip, atau dokumen pendukung lainnya.[footnoteRef:22] Teknik dokumentasi membantu peneliti memperoleh data lapangan melalui catatan, dokumen resmi, dan foto sebagai bukti pendukung, yang digunakan bersamaan dengan wawancara untuk memperkuat hasil penelitian. [22: Irma Ferani, Praktik Eksekusi pada Akad Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Fisabilillah Cianjur ,....., h. 53 ] 

Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yang melibatkan tiga tahapan utama, antara lain  reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut pemaparan dari teknik analisis data tersebut : [footnoteRef:23] [23: Irma Ferani, Praktik Eksekusi pada Akad Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Fisabilillah Cianjur. (Skripi STISNU Cianjur. 2021), h.52
] 

Analisis data dalam penelitian ini meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data (menyederhanakan dan menyeleksi data), penyajian data (mengorganisasi informasi secara sistematis), dan penarikan kesimpulan (berdasarkan temuan yang telah diverifikasi). Sementara itu, validasi data bertujuan memastikan keabsahan dan keilmiahan penelitian melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.[footnoteRef:24] [24: Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat.” Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat, Vol.12, No. 3, (2020), h.145–151. ] 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan uji kredibilitas (credibility), yang mana uji kredibilitas ini mengacu pada sejauh mana hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya berdasarkan perspektif partisipan yang terlibat, dimana ketetapan antara data yang yang di dapat oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. 
Uji kredibilitas bertujuan untuk memastikan kepercayaan terhadap data yang dihasilkan oleh penelitian, sehingga hasilnya dapat diterima sebagai karya ilmiah yang valid dan tidak diragukan.[footnoteRef:25] Untuk memastikan kredibilitas data, peneliti melakukan beberapa upaya, yaitu perpanjangan waktu penelitian untuk meningkatkan kepercayaan data, penggunaan referensi sebagai pendukung, serta triangulasi sumber dengan membandingkan dan memverifikasi informasi dari berbagai waktu dan situasi.[footnoteRef:26] Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil observasi dan wawancara, pernyataan publik dan pribadi, perspektif individu dengan orang lain, serta hasil wawancara dengan dokumen terkait. Selain itu, kredibilitas data juga dapat ditingkatkan melalui perpanjangan pengamatan, menjaga konsistensi penelitian, diskusi dengan rekan sejawat, analisis kasus negatif, dan pengecekan ulang (member checking). [25: Jamaludin, & Azizi, “Peranan motivasi kerja dalam meningkatkan kinerja karyawan pada PT Koza Presisi Indonesia Kota Tangerang.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis (JIEB), Vol.7, No.2, (2021), h.240-252. ]  [26: Susanto, et.al., “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Penelitian Ilmiah.”Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora (QOSIM), Vol.2, N0.3, (2020), h.133-136 ] 


Hasil dan Pembahasan 
Mekanisme Penyewaan Tanah Wakaf untuk Pertanian yang Dilakukan oleh Lembaga YPI Al-Asnawiyyah Bunikasih Cianjur
YPI al-Asnawiyyah merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Islam di kabupaten Cianjur yang terlekat di Kp. Wangun RT 001 RW 003 Desa Bunikasih, Kecamatan Warungkondang. Yayasan ini memiliki tanah wakaf dengan luas -/+ 5000 M2, yang mana dari sebagian tanah tersebut dipergunakan pembangunan sarana prasarana kepentingan umum seperti: Masjid, Sekolah dan Madrasah, dan prasarana Yayasan, serta tanah sebagiannya lagi di pergunakan dalam kegiatan perekonomian seperti dijadikan sebagai sektor pertanian. 
Informasi tersebut didapat peneliti hasil dari kegiatan observasi selama penelitian dilaksanakan dan juga hasil kegiatan wawancara kepada pihak-pihak terkait sebagai narasumber seperti Nadzir dari YPI al-Asnawiyyah, Petani sebagai pihak Penyewa, Masyarakat sekitar dan Tokoh Masyarakat yang ada di Sekitar tempat penelitian, penelitian ini disertai dengan dokumen-dokumen Resmi Yayasan. Berikut hasil pemaparan penelitian dari wawancara yang telah dilaksanakan :
HM merupakan Nazir yang bertugas dalam pengelolaan tanah wakaf di YPI al-Asnawiyyah Bunkasih, beliau menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme dalam pengelolaan tanah wakaf, serta hasil yang didapat dari pengelolaan tersebut. Berikut pemaparannya : [footnoteRef:27] [27: Hamas, Nadzir Yayasan, Kantor YPI al-Asnawiyyah Warungkondang, Wawancara Pribadi, Bunikasih, pada tanggal 08 Maret 2025, Pukul 10.00 WIB-12.00 WIB, Lampiran 2.] 

HM (Nazir) : “Alhamdulillah luas tanah wakaf pada Yayasan seluas 5000 M2. Dengan jenis wakaf Yayasan dari BPN, yang bertujuan untuk Lembaga Pendidikan dan Yayasan dengan luas sekitar 2500 M2, yang dijadikan pembangun prasarana untuk kepentingan umum dan sebagiannya dijadikan sebagai sektor Perekonomian”.

Luas tanah wakaf Yayasan sebesar 5000 M2, sebagian dari luas tanah wakaf tersebut oleh Nadzir Yayasan dikelola untuk sektor perekonomian dengan cara disewakan kepada petani setempat mekanisme tersebut telah dilakukan sejak tahun 2022 dengan perjanjian dan kesepakan bersama.  
HM (Nazir) : “Tanah wakaf tersebut saya kelola dengan cara disewakan kepada petani untuk dijadikan sektor pertanian dengan luas tanah 2500 M, mekanisme penyewaan tanah wakaf ini terjadi sejak tahun 2022, dalam pengelolaan ini tidak ada kendala baik dalam sistem pembayaran sewa maupun  lainnya. Karena adanya suatu perjanjian dan kesepakatan dari pihak yang terlibat”.

Dengan adanya mekanisme sewa-menyewa pada tanah wakaf menambah penghasilan yang sangat bermanfaat bagi Lembaga Yayasan dan penghasilan tersebut dipergunakan untuk kesejahteraan Yayasan sebagai Lembaga Pendidikan, hasil dari pemanfaatan tersebut dapat juga dirasakan oleh warga sekitar, seperti: Masjid yang nyaman dan aman ketika beribadah karena di perbaiki dari uang hasil penyewaan tanah wakaf, sarana prasarana sekolah  yang di rasakan oleh anak-anak dan juga keberlangsungan perekonomian bagi petani setempat.
HM : “Uang sewa berjumlah Rp. 8.000.000/tahun yang digunakan untuk sarana Ibadah seperti merenovasi Masjid, Pembangunan Sekolah, dan mecukupi keperluan Yayasan serta kepentingan lain dalam urusan Agama.”  

Dampak dari mekanisme sewa-menyewa pada tanah wakaf terhadap Yayasan yaitu adanya penambahan dana untuk memenuhi kebutuhan Yayasan sehingga Yayasan lebih maju dan berkembang pesat hal ini dapat dilihat dari adanya perbaikan prasarana pada yayasan.
HM: “Pengelolaan tanah wakaf yang disewakan sangat berdampak pada penambahan penghasilan, yang mana dalam satu tahun itu bisa mendapatkan hasil sewa dengan jumlah Rp.8.000.000/tahun sedangkan penyewaan tersebut telah berjalan 2 tahun dengan jumlah Rp.16.000.000, kemudian hasil tersebut telah dipergunakan untuk perbaikan sarana masjid di Yayasan kami.”

Bapak Supyan merupakan seorang petani, beliau menyewa tanah wakaf pada Yayasan dengan menggunakan akad Ijarah atas kemanfatannya yaitu manfaat dari suatu benda atau barang sebagai objek akad (ma’qudalaih) yang diperbolehkan oleh syara’. Hal ini didapat langsung dari petani melalui wawancara, berikut pemaparannya : [footnoteRef:28] [28: Supiyan, Petani (penyewa tanah wakaf), kediaman Rumah bapak Supyan (kp.Bunisari, Desa Bunisari), Wawancara Pribadi, Jl.Bunikasih, Kecamatan Warungkondang, pada tanggal 09 Maret 2025 Pukul 14:00-14:30 WIB, Lamp. 2] 

Bapak Supyan: “Akad yang ada pada penyewaan tanah tersebut yaitu akad Ijarah Ma’qudalaih, yang mana saya menyewa pemanfaatan tanah tersebut untuk lahan pertanian, dengan harga sewa yang telah disepakati yaitu Rp. 8000.000/tahunnya, atau dalam satu usum itu sebesar Rp. 4.000.000  mekanisme ini terjadi sejak tahun 2022 dan sampai sekarang masih berlanjut.”

Pada mekanisme sewa-menyewa tersebut awalnya hanya secara lisan yaitu sekedar ucapan, namun seeirng berjalannya waktu kini perjanjian tersebut di buatkan secara tertulis untuk menghindari kesalahpahaman dari Masyarakat serta sebagai bukti kertas diatas putih jika salah satu pihak lupa atas batas waktu penyewaan tersebut. 
Bapak Supyan: “pada penyewaan tanah wakaf sebelumnya dilaksanakan secara lisan bukan tulisan, namun untuk menghindari kesalahpahaman dari Masyarakat sekitar dalam pengelolaan tanah wakaf maka pihak dari Yayasan mengajurkan dengan adanya kontrak tertulis sebagai bukti hitam di atas putih.”

Dalam pelaksanaan penyewaan tanah wakaf tersebut tidak ada kendala baik dari pihak Yayasan maupun Masyarakat sekitar karena dalam kegiatan penyewaan tersebut tidak ada pihak yang di rugikan. 
Bapak Supyan: “Selama Penyewaan tanah wakaf berlangsung tidak ada kendala apapun baik dari Yayasan ataupun Masyakat sekitar, karena mekanisme tersebut tidak ada pihak yang dirugikan.”

Dampak dari penyewaan tanah wakaf pada sektor pertanian tidak menimbulkan hal negatife hal ini dapat dirasakan oleh petani secara langsung, yang mana memudahkan dalam pemeliharannya karena letaknya yang strategis serta dekat dengan pemukiman warga setempat. 
Bapak Supyan : “Tidak ada dampak negatife pada pertanian selama penyewaan berlangsung, justru, menimbulkan hal positif yang mana pengelolaan wakaf dengan disewakan sangat menguntungkan saya dalam hal pertanian, karena luas tanah yang memadaia disertai letak tanah tersebut dekat dengan kebun saya memudahkan saya dalam pemeliharaannya.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa penyewaan tanah wakaf itu sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian di Desa Bunikasih Warungkondang, yang mana Masyarakat di Desa tersebut mayoritas berpofesi sebagai petani yang sangat membutuhkan tanah yang luas, sedangkan sebagian besar tanah di sana itu merupakan tanah wakaf baik dari perorangan maupun Lembaga.  Meskipun sebagian tanah wakaf tersebut belum memiliki legalitas resmi dari Negara namun, tanah wakaf pada Lembaga YPI al-Asnawiyyah telah memiliki Legalitas resmi Wakaf dari BPN.  
Pandangan Masyarakat setempat mengenai pengelolaan tanah wakaf pada YPI al-Asnawiyyah Bunikasih,kecamatan Warungkondang sangat positif, mereka sangat mendukung pegelolaan tersebut karena pemanfaatan nya dapat dilihat dan dirasakan secara langsung dengan adanya perbaikan ataupun Pembangunan sarana dan prasarana tempat untuk ibadah maupun mencari ilmu.
Bapak Zindan merupakan salah satu warga yang bertempat tinggal di sekitar Yayasan, beliau berpendapat bahwa pengelolaan tanah wakaf pada YPI al-Asnawiyyah sangat berrdampak positif yang mana hasil dari pemanfaatannya dapat ia rasakan secara langsung. Berikut pemaparan jawaban dari hasil wawancara tersebut : [footnoteRef:29] [29: Bapak Zindan, Masyarakat yang tinggal di sekitar yayasan, Rumah kediaman beliau (Kp.Wangun, Desa Bunikasih), Wawancara Pribadi, Jl. Wangun Bunikasih, 11 Maret 2025 Pukul 11:00 -12:00 WIB, Lam.2 ] 

[bookmark: _Hlk193709116]ZN : “Banyak manfaat dari pengelolaan wakaf pada Yayasan yang sangat membantu terhadap Masyarakat luas dengan mengaplikasikan hasil wakaf tersebut, dan saya sangat setuju mengenai adanya wakaf tersebut untuk mensejahterakan Masyarakat sekitar,”

ZN : “Pendapat saya terhadap penyewaan tersebut sangat setuju untuk mengefektifkan wakaf supaya bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik bila dikelola oleh orang yang propesional, dan saya rasa Nadzir wakaf pada Yayasan bisa dikategorikan sangat propfesional dalam mengolah wakaf tersebut.”

Adapun penjelasan dari salah satu tokoh agama setempat mengenai pengelolaan tanah wakaf yang disewakan, yang mana beliau menjelaskan pengertian dan penejelasan terhadap pengelolaan wakaf, berikut pemaparannnya dari hasil wawancara tersebut.[footnoteRef:30] [30: Bapak Uep, Tokoh Masyarakat sekaligus Ustadz, Rumah Beliau (Kp. Bunikasih Desa Bunisari kec.Warungkondang), Wawancara Pribadi, JL. Bunikasih 11 Maret 2025 Pukul 15:00-16:00 WIB, Lamp.2] 

Bapak Uep: “Wakaf berasal dari kata al-Habsu yang artinya menahan, dengan maksud menahan suatu barang yang bisa dimanfaatkan atas dzatnya untuk bisa bertasharruf dan mendekatkan diri kepada Allah, didalam pengelolaannya tanah wakaf harus sesuai dengan prinsip syara’ dan jangan disalah gunakan.”

Di dalam pengelolaan wakaf harus menghasilakn manfaat yang signifikan baik bagi umum ataupun khusus, tergantung pada niat dari Muwaqqif  yakni pemberi wakaf, yang mana wakaf terbagi menjadi beberapa jenis yaitu pertama wakaf khusus merupakan wakaf diberikan oleh muwakif  secara khusus untuk orang atau lembaga tertentu, dan yang kedua wakaf umum yakni wakaf ini diberikan agar bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat umum. 
Bapak Uep: “memang terdapat beberapa pembahasan mengenai wakaf, diantaranya tidak boleh dijual, diwariskan dan tidak boleh disalah gunakan karena harus sesuai dengan niat orang yang mewakafkannya, misal jika wakaf tersebut untuk jalan maka harus dipergunakan untuk jalan, atau untuk Masjid maka harus dipergunakan untuk pembangun Masjid dan lainnya.”

Pada tanah wakaf yang ada di YPI al-Asnawiyyah Bunikasih itu termasuk wakaf yang berikan secara khusus untuk Lembaga Yayasan yang mana didalam kemanfaatan dari wakaf tersebut bisa dipergunakan oleh Lembaga Yayasan, pengelolaan terhadap tanah wakaf tersebut dengan cara disewakan kepada petani setempat tidak menjadi problem karena wakaf tersebut diserahkan untuk Yayasan bukan untuk umum asalkan tidak menyalahi aturan dan tidak disalahgunakan.  
Bapak Uep: “mengenai pengelolaan tanah wakaf dengan cara disewakan yang terdapat pada YPI al-Asnawiyyah itu tidak jadi masalah, karena tidak bertentangan dengan hukum syara dan juga tidak bertentangan dengan tujuan dari pemberi wakaf, karena wakaf tersebut diberikan secara khusus untuk Yayasan, bukan untuk umum.”

Dalam pemparan tersebut dapat kita pahami bahwa pengelolaan tanah wakaf dengan mekanisme disewakan, itu diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum syara’, tetapi harus sesuai dengan tujuan dari muwakif  orang yang memberikan wakaf.  Pengelolaan tersebut  juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan untuk kepentingan Yayasan maupun masyarakat umum.
Dalam pengelolaan tanah wakaf, Lembaga YPI Al-Asnawiyyah Bunikasih menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain atau orang yang dipercaya yaitu Nazir. Nazir  memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut dikelola secara produktif dan memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat, khusunya bagi keberlangsungan Yayasan. 
Salah satu bentuk pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh Nadzir pada Lembaga YPI al-Asnawiyyah yaitu dengan menyewakan tanah wakaf tersebut kepada petani lokal yang bertempat tinggal disekitar wilayah Desa Bunikasih. Penyewaan ini dilaksankan berdasarkan kesepakatan bersama melalui perjanjian yang di buat secara tertulis, dimana dari pihak yang bersangkutan telah memahami dan menyetujui hak serta kewajiban nya masing-masing.
Dalam hal ini mekanisme penyewaan tanah wakaf yang lakukan oleh Nadzir telah disetujui oleh pihak Yayasan karena dianggap tidak bertentangan dengan ketentuan hukum wakaf. Hasil dari mekanisme penyewaan tanah wakaf tersebut kemudian dimanfaatkan dalam mendukung berbagai program Yayasan, seperti pembiayaan operasional Pendidikan, kegiatan sosial, serta pemeliharaan sarana dan prasarana di YPI al-Asnawiyyah Bunikasih. 
Dengan adanya mekanisme pengelolaan tersebut Lembaga Yayasan merasakan dampak positif baik dari sisi perekonomian maupun pada perkembangan kelembagaannya. Serta dengan adanya mekanisme tersebut maka tanah wakaf yang ada pada Yayasan tidak terbengkalai dan dapat dimanfaatkan.
Awal mulanya mekanisme pengelolaan tanah wakaf dengan sistem Sewa yang ada pada YPI Al-Asnawiyyah, terjadi pada tahun 2022 dilaksanakan dengan ucapan secara lisan, namun pada akhir tahun 2024 pihak dari Yayasan menyarankan agar perjanjian tersebut dibuatkan dalam suatu surat resmi sebagai bukti hitam diatas putih supaya bisa mencegah terjadinya kesalahpahaman baik dari pihak penyewa maupun pihak Yayasan bilamana nanti jika ada salah satu pihak yang meninggal maka surat tersebut dapat dijadikan bukti resmi untuk kepengurusan selanjutnya. 
Petani sebagai pihak yang menyewa setuju akan adanya surat perjanjian yang tertulis, mereka sadar akan pentingnya suatu bukti tertulis.  Meknisme Penyewaan tanah wakaf pada YPI Al-Asnawiyyah masih berlanjut sampai saat ini.  Perjanjian pada penyewaan tanah wakaf disertai dengan batas waktu sewa yaitu berlaku sampai batas waktu 6 bulan, maka jika batas waktunya telah habis mereka akan melakukan perjanjian ulang kembali dengan pengucapan ijab qobul.
Petani sebagai pihak yang menyewa tanah wakaf tersebut merasakan manfaat dari adanya akses terhadap lahan produktif, sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan mereka. Pengelolaan wakaf yang produktif di harapkan dapat menjadi contoh bagi pengelolaan aset wakaf lainnya di daerah sekitar, agar bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara luas.
Dari mekanisme penyewaan tanah wakaf tersebut, hasilnnya dimanfaatkan oleh nazir untuk memenuhi kebutuhan Yayasan seperti biaya operasional pondok pesantren ataupun biaya operasional lainnya. Nadzir Yayasan bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh proses pengelolaan agar pemanfaatan dari harta wakaf sesuai dengan harapan wakif (pemberi wakaf).

Perspektif Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i terhadap Penyewaan Tanah Wakaf untuk Pertanian    
Ijarah wakaf merupakan salah satu  mekanisme dalam pengelolaan Harta wakaf dengan cara disewakan kepada petani ataupun pihak lain agar dapat memperoleh manfaat tanpa merubah status dari kepemilikannya, dalam pengelolaan wakaf tersebut. Berikut pendapat dari Mazhab Hanafi dan Syafi’i mengenai kebolehan dan batasan terhadap penyewaan pada tanah wakaf; 
Pertama, pandangan Mazhab Hanafi mengenai pengelolaan pada wakaf. Di dalam pengelolaan wakaf Mazhab Hanafi memperbolehkan akad sewa (Ijarah) pada harta wakaf, terutama dalam kondisi tertentu yang mana pengelolaan tersebut dapat menjaga keberlanjutan manfaat wakaf. Mereka berpendapat bahwa wakaf adalah menahan pokok harta dan membolehkan kemanfaatannya untuk kebajikan.
Imam Al-Sarakhsi menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan pokok harta dan membolehkan kemanfaatannya. Hal ini menunjukan bahwa penyewaan terhadapa tanah wakaf diperbolehkan selama hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.  Pernyataan ini ini tercantum dalam kitab “Al-Mabsuth” sebagai berikut :
يَجُوزُ تَأْجِيْرُ الْوَقْفِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَصْلَحَ لِلْوَقْفِ وَأَعْوَدُ بِالنَّفْعِ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ
Diperbolehkan menyewakan harta wakaf jika itu lebih maslahat  bagi wakaf dan lebih bermanfaat bagi penerima manfaat.[footnoteRef:31] [31: Al-Sarkhasi, kitab Al-Mabsuth. “Pembahasan tentang wakaf”, Karya Imam Al-Sarkhasi al-Khassaf, Juz 12, hal.38 ] 


Pembahasan mengenai hukum dari penyewaan tanah wakaf  dijelaskan oleh beliau secara lengkap yang tercantum pada bab “Ahkam al-Auqaf” yaitu pembahasan tentang Ijarah Waqaf. Dalam kutifannya beliau menerangkan :  [footnoteRef:32] [32:  Al-Sarkhasi, Bab Ahkamul Awqaf, Ijarah Pada Wakaf, Karya Imam Al-Sarkhasi al-Khassaf, tercantum dalam kitab “Al-Mabsuth”, hal.205-206] 

Abu Bakar rahimahullah berkata: “Jika seseorang menjadikan tanahnya sebagai wakaf untuk Allah selamanya, diperuntukkan bagi suatu kaum dengan batasan tertentu serta tujuan yang telah disebutkan, dan menjadikan manfaat akhirnya bagi kaum miskin, apakah ia boleh menyewakannya atau menyerahkannya dalam sistem muzara’ah?”

Ia menjawab: “Ya, karena pengelolaannya ada padanya, sehingga ia boleh melakukan apa yang dilakukan oleh wali (pengelola wakaf).”

Saya bertanya: “Bagaimana jika ia menyewakannya dengan harga yang wajar sesuai dengan nilai pasar?

Ia menjawab : “sewanya sah”

Saya bertanya lagi: “Bagaimana jika ia menyewakannya dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasar?”

Ia menjawab: “Sewa itu tidak sah, dan seharusnya hakim (qadhi) membatalkan akad sewa tersebut. Jika orang yang mewakafkan tanah itu terpercaya dan tindakan ini terjadi karena kelalaian atau ketidaksengajaan, maka hakim membatalkan sewanya, mengembalikan tanah kepadanya, serta memerintahkannya untuk menyewakannya kembali dengan cara yang lebih maslahat. Jika ternyata pewakafnya tidak terpercaya, maka hakim mengeluarkan tanah itu dari kepemilikannya dan menyerahkannya kepada orang lain yang lebih terpecaya dalam mengelola wakaf tersebut.”

Pada kutifan tersebut dapat kita pahami bahwa penyewaan pada tanah wakaf itu diperbolehkan asalkan dilakukan oleh wali atau pengelola wakaf yang sah dan sesuai dengan kemaslahatan harta wakaf serta memberikan manfaat dalam pengelolaan tersebut serta harga sewa tersebut harus sesuai agar tidak merugikan pihak manapun.
Dengan demikan penyewaan terhadap tanah wakaf dianggap sebagai cara untuk mamanfaatkan hasilnya tanpa mengubah status kepemilikan tanah tersebut. Namun didalam penyewaan tanah wakaf tidak boleh dilaksanakn dalam waktu panjang harus ada batas waktu tertentu karena jika tanah tersebut disewakan untuk waktu yang sangat lama dikhawatirkan akan merugikan tanah tersebut, maka pihak yang mengelola wakaf berhak membatalkan akad pada sewa dan mengalihkan pengelolaannya kepada orang lain.
Kedua, pandangan Mazhab Syafi’i  mengenai pengelolaan tanah wakaf. Dalam Mazhab Syafi’i,  wakaf dianggap sebagai bentuk sedekah jariyah yang mana pemberian suatu harta yang tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan yaitu dialihkan kepemilikiannya kepada pihak lain. Pengelolaan dan pemanfaatannya harus sesuai dengan ketenttuan yang telah ditetapkan dalam akad wakaf oleh Muwaqqif (orang yang memberi wakaf).
Al-Syarbini menjelaskan mauquf  ‘alaih diperbolehkan menyewakan harta wakaf asalkan ada izin dari nazir. Karena hal ini tidak menghilangkan kepemilikan harta wakaf. Berbeda kasusnya apabila dijual, dihibahkan dan diwariskannya.[footnoteRef:33]  [33:  Enang Hidayat, Kaidah Fikih Muamalah. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2019, Cet-1, h. 127.] 

Mazhab Syafi’i memperbolehkan pengelolaan wakaf dengan mekanise disewakan, asalkan hasil dari penyewaan tersebut dipergunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan tujuan wakaf. Penyewaan tidak boleh menyebabkan kerusakan atau pengurangan nilai pokok pada harta wakaf, dalam penyewaan harus ditentukan jangka waktu sewanya dengan jelas dan tidak merugikan pihak penerima manfaat. 
Imam Al-Ghazali dalam kitab “Al-Wajiz” beliau menegaskan bahwa penyewaan harta wakaf diperbolehkan, dengan syarat  hasil sewa tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan Mauquf ‘alaih  yakni pihak yang berhak menerima wakaf  seperti kaum fakir miskin, dijadikan pembangunan sarana dan prasarana ibadah, atau keperluan sosial lainnya yang sejalan dengan maksud dari tujuan wakaf.[footnoteRef:34] Di dalam kitab “Al-Ihya” Imam Al-Ghazali menyatakan: [34:  Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-ghazali, Al-Wajiz Fiqh al-Imam al-Syafi’i,, Juz 2 (Beirut: Dar al-kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), h.281] 

اَلْوَقْفُ إِخْرَاجُ ٱلْعَيْنِ عَنْ مِلْكِ ٱلْوَاقِفِ وَحَبْسُهَا عَلَى حُكْمِ مِلْكِ ٱللّٰهِ، وَتَجُوزُ إِجَارَتُهَا لِلْمَصْلَحَة.
“Wakaf adalah mengeluarkan harta dari kepemilikan wakif dan menahannya dalam hukum kepemilikan Allah, serta boleh disewakan untuk kemaslahatan.[footnoteRef:35] [35:  Abu Hamid Muhammad bn Muhammad al-Ghazali, Ihya’ Ulum al-Din, Juz IV (Beirut: Dar al-kutub al-‘Ilmiyyah, tt), h. 150] 


Dengan demikian maka pandangan mazhab Syafi’i terhadap pengelolaan tanah wakaf dengan mekanisme disewakan tidak dilarang asalkan tidak bertentangan dengan hukum syara’. Namun, pemanfaatannya tetap harus sesuai dengan tujuan wakaf. Penyewaan tanah wakaf dianggap sebagai cara yang sah untuk memanfaatkan harta wakaf selama tidak merusak atau mengubah status pada wakaf tersebut. 

Kesimpulan
Pengelolaan terhadap tanah wakaf yang ada pada Lembaga YPI Al-Asnawiyyah dilaksanakan dengan mekanisme disewakan kepada petani sekitar untuk digunakan sebagai sektor pertanian  merupakan suatu hal yang positif. Mekanisme penyewaan tersebut dilaksanakan dengan perjanjian sewa-menyewa secara tertulis antara Nazir  sebagai pihak pengelola wakaf dengan Petani sebagi pihak penyewa. Dalam perjanjian tersebut dicantumkan kesepakan mengenai jangka waktu sewa, besaran uang sewa yang harus dibayarkan, serta kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak. Hasil sewa yang diperoleh kemudian digunakan oleh nadzir untuk memenuhi tujuan yang sesuai dengan wakaf, seperti pemeliharaan fasilitas dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i memperbolehkan pengelolaan pada harta wakaf dengan mekanisme disewakan untuk dijadikan sebagai sektor dalam pertanian. Kedua Mazhab ini berpendapat bahwa penyewaan tersebut merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan tanah wakaf tanpa mengubah status kepemilikannya dan tujuan dari wakaf. 
Penelitian ini merekomendasikan penelitian lanjutan yang mengkaji lebih dalam perihal wakaf dan pengelolaannya baik dari segi hukum perundang-undangan maupun syara’, agar dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan wawasan dan pengetahuan  tentang wakaf.
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